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PEMERTNTAH {4grrpATEN K{}NAWE UTARA

]{OMOR 01 TAHUN ilX,
TEilTAT{G

TATA CARA PEif,BEHTUKAN DESA DATTI KELURAHATTI
DSIUGAN RAIIMATWHAT{ YArc MAHA ESA

BUPATI KOffAWE UTA*A

Menimbang : a. Bahwa untuk metaksanakan Undang_
undang Nomor 32 Tahun 2@4 tentang
Pemerindr Daerah, peraiuran

Pemerintah RepubR lndonesia Nomor
VZ Tahun 2005 tentang Desa dan
Pemturan penrerintah Republik
lndonesia Nomor ?BTahun 2tX)5 tentang
(elurahan, rnaka perlu dilakukan
penyesuaian-penyeuaian berdasarkan
Peraturan Perundag - Undangan yang
berlaku;
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LE.

Pembentukan Desa dan' Kelamhan



Mengingat

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf
a " tersebut di atas, rrkr perlu

ditetapkan dalam peraturan Daerah

tentang Tata Cara Fernbentukan Desa

dan Kelurahan;

: 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2fiX
tentang Pemerintah Daerah ( Lembaga

Negara Republik lndcnesia tahun 2ffi4
Nomor 125, Tan*ahan Lemba:.an

Negara Repr:blik hdonesia Nomor
44371 sebagaimana telatr diubatr

dengan Peraturan pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 3

Tahun 2005 tentang perubahan atas

Undang-undang Nornor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah { Lembaran

Negara Republik lndsnesia Tahun 2ffi5
Nornor 38- tarnbahan lembaran Negara

Repubiik lndonesia t{srnor 11493 };

?. Undang-undang I'lcrnor 10 tahun 2fi)4
tentang Pembenhrkan peraturan

Perundang-undargan(Lembaran
Negara Republik lndonesia tahun 2@4

Pembentukan ka dan Kelurahan
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6. Peraturan Pemerintih Republik

lndonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa ( ternbaran Nqara Republik

lndonesia Tahun 2005 Nomor 1SB,

Tambahan Lembaran llegara Republik

lndonesia Nornor 45870 ;

7. Peraturan Pemerinbh Republik

lndonesian Nomor 73 Tahun 2005

tentang Kelurahan {Tambanan
Lembaran Negara Repr6lik lndonesia

Tahun 20OS Nomor tsg, Tambahan

ternbaran Negara Rep$iik lndonesia

Nomor a5E8 );

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl

Nomor 10 Tahun 1984 tentang
Penetapan Batasan W?layah Desa I
Kelurahan;

9. Peraturan Menteri Dahm Negeri Rl

Nomor 35 Tahun hffil tentang
Pedoman Umum Tata Cara pelaporan

Pertanggunglaunban Penyelenggaraan

Pemerintah Desa;

iPtlrl6pntukan Desa dan Kelurahon



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl

Nomor 36 Tahun 2OO7 tentang

Pelimpahan Urusan Pemerintahan

Kabupaten / Kota KePada Lurah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl

Nornor ?7 Tahun 2007 tentang

Pdoman Pengelolaan Keuangan Desa;

!2. Psaturan Menteri Dalam Negeri Rl

l{rnor 38 Tahtln ?$t7 tentang

l(eriasama Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl

Nornor 56 Tahun zWT tentang

Perencanaa n Pembangullan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl

Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pedoman Tata Cara Pengawasan atas

Pxryelenggaraa n Pemerintah Desa;

P€raturan Menteri Dalarn Negeri Rl

NBrnor ll Tahun 2008 tenang Pakaian

Dhas Kepala Oaerah, litakil XePala

herah dan Kepala Desa.

13.

L4.

15.

'Mukan Desa don klurahan



Detqon perr;etui uan Bercama

DEWAN ERWAKIIAN MKYAT DAERAH

KAN'PATE1T KONAWE UTARA

DAN

N'PAII KONAWE I'TARA

MEMUTUSKAN

}lenetapkan : PflAruRAil DAERAH fABUpAIEtt
KS{.qWE UTARA TEiTTANG TATA CAR'
Pilfig${ruKAil DESA DAN I(BURA}IA$I.

Oabm Peraturan D*rah iniyang dimakud dergan;

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;
-i. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Utara;

3- Fenrerinbh Dasah adalah Bupati dan perangkat Daerah

sebqgai Unsur pdalcana penyelengara hmghhh Daerah;

1. Pemerintah Daerah adalah penyelergara urusan

Pemerintah oldr pemerintah Daerah dan tlpRD menurut

asas Otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip

Hellfrt*on Desa&n Kelurahan



funorniseluas-luasnya &lam sistem dan Prinsip Nqara

Republik lndonesia Tahun 1945;

5. Deran Perwakilan Rakpt Daerah yang seianjutnya

disehrt DPRD adalah Ledaga Perwakilan Rakyat D*rah
sebagai unsu r penyelenggra Pemerintah Da era h;

5. Feraturan Daerah yang *niutnya disebut Perda dalam

Peraturan Daerah Kabup*n Konawe Utara;

7. Kelurahan adalah Wilay&Kerja turah sebagai Peralgkat
Daen h Ka bupaten dalarn $layah kerja Keramatan;

8- Desa atau yang disebut &ngan nama lain, selanjuhya
disebut Desa adalah Kesrtuan Masyarakat Hukum png
rnemiliki kewenangan ur*uk rnengatur dan mengurus

kepentingan rnasyarakat stempat berciasarkan asal usul

Can adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintdr Negara Kesatuan Repblik
lndonesia;

9. Pemerintah Desa atau pg disebut dengan nama lain,
adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai msur
penyelengga ra Pemerint* Desa

10. Pemerintah Desa addah penyelenggara rnsur
Pemerintah oleh Per*rintah Desa dan Badan

Permusyawaratan Desa &larn mengatur dan mengurus

ffiukan Desadan Kelur&n



tepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul
dan adat istiadat seternpat yang diakui dan iihormati
dabm sistem pemerintah Negara Kesatuan Repubtik
lndonesia;

11-Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
narna lain, selanjutnya disingkat BpD adalah lembaga
1ang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemeriniah Desa sebagai unsur
penyelenggara Desa;

l2-Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan
yarg Cibuatoleh BpD bersama Kepala Desa;

rl- Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa
baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau
bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran ciari
satu desa menjadi dua desa atau tebih, atau
pembentukan dlsa di luardes+yang telaFada;

14.Penataan Desa adalah tindakan menata satu wilayah desa
sehingga raengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam
beberapa Dusun;

15. Batas Alam adalah penggunaan unsur alam seperti
tunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang
dinyatakan atau ditetapkan sebagaibatas wilayah Desa;

t-
I lftltfu*ukon fu dan KelurEhon
l
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r'rnas &ratan adarah penggunaan unsur buatan manusiarqeni pilar bata, jalan, safuran iriga{, dan lainr.tinya vang dinyatakan atau ci;;;;r-l"orr.,
hswihyah Desa; J

lz,abtan Kepara Desa adarah seseorang yang memangkuribatan berdasarka pemilihan sampai benkhir masaplntannya sesuai tmktu yang telah ditentukaq
tthlbat Kepala Des adalah Seseorang yang rnemangkuflrtan Kepala Desahanya bersjfat sementar_4
lltFeiebat trang beruwrang adalah pejabat yarg berhaktrrhrk mengangkat dar memberhentikan Kep* Desa
I0"tgrrb4a Kemasyaraftatan atau yangrr[na lain, adalah lernbaga yang

mayarakat sesuai dengan kebutuhanniUa pemerintah Desa atau
mernberdaya ka n marya ra kat.

disebtt denganr

dibentuk olehr

dan merupakanr

lurah dahnrr



trI

et

FD.

BAE II

PEITBENTUKAN DESA

Bagian Pertama
ru,UAN DAN KEWENAI{GAN

Pasal 2

tlesa dibentuk bertujuan untuk meningkatkan

pchpnan masyankat guna mempe rcepat terwuiud nya

}e$antnan masyarakat;

Desa dibentuk atr dasar prakarsa masyarakat dengan

memperhatikan ml usul desa dan kondisisosial budaya

mrlarakat seterqpat;

Fernbentukan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal

(11 dapat berupa, penggabungan beberapa desa, atau

lebih, dan pembentukan desa di luar desa yang telah

ada;

Ft

(21.

Pasal 3

tlesa dibentrk dengan Peraturan Daerah

Kepala ksa rnel*ri Cama!
Tidak dibenarkan rencana Pembentukan

dhkukan atas hisiatif seseorang ahu
Ertenhr secara t*lak prosedural;

atas usul

Desa baru

kelompok

t

I

I

[_

Hafur DergdEnftdumhon 10



m Hi dapat meirolak apabila t'erdapat usut

Fdcnu*an desa baru tidak sesuai dengan

;llfngan yang rrflaKu;

Blian Ketiua
SYARAT.SYTAT PE M BENru KAN

Pasal 4

Ecnfui Desa sebag*nana yang dimaksud pasai 2 Ayat

trla p| hraturan Daendr ini harus memiliki:ryarat;

r .Hr pelduduk pali6sedikit 750 jiwa atau 90 KK;

t lE deyah yang tefirngkau secara berdrya guna dan

H tuna C*m rangka penyelenggaraan

herirtah, Pembangrmn Desa, Pemberian pelayanan

h pembinaan masyarekat;

c- $iilr Wilayah Keria yang memlliki jaringan

pdruburyan da n /atal ko m u n i ka s i a nta r w ilayah*e rja;

L Tcrsdanya Sumber S, Perangkat Desa, &n Lembaga

ffiakatan Desa;

a Tcl*rya atau kerngkinan terndianya saran dan

F nrna;

11
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Pasal 5

En pembentukan Desa perlu mempedomani pola
tilr desa yang memungkinkan kelangsungan dan
Hencaran perkembagan Desa sesuai dengan tata
pmrintahan Desa, tata kehidupan masyarakat, tata
nsg fisik Desa dengan memperhatikan dan
nunpertahanka n kelesta rian lingkungan;
kn wilayah Desa dapat dibentuk lhrsun atau
$utan lain yang merupakan bagian wihyah kerja
Fmrintah Desa yang ditetapkrn dengan peraturan

&sa;
Mentukan Dusun minimal didukung 3 (t gal RT, dan
iftp RT minirnaldidr*ung 10 (sepuluhl KK;
Fedoman dalam penvusunan peraturan Desa
dltetapkan dalam peraturan Bupati;

nt

B
il l+

Bgian Ketiga

'SGEiIBAI{GATI 
DAN PEI{GHAPUSAN DSA

Pasal E

($- Desa yang kondisi masyarakat dan wirayahnya tidak
hg rnemenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
Fsd d dapat digabung dan /atau dihapus;

,&fudaaKefuqhan
L2

I
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lll

;

t, lffir DsdanKelurohsn
I

t

IT-
I

I

rE$urrr dan latau penghapusan Desa

ffiana dimaksud dalam ayat (1) harus

h*ar*n terlebih dahulu antara Kepala Desa,

n drn nryaraka:;

Pasal 7

lFbaa dipandang perlu sesuai hadl penilaian Tim

HraS knbentukan D€sa, dapat dilakukan

glaptran dan/atau penggabur€an Desa tanpa

dui usfui Desa, dengan frtimbangan;
e- fidak terpenuhinya lagi syarat-syar:at pembentukan

Ilesa se@aimana dimaksud pasal4;

b. Xemungfi,nan pengembangan Desa utamanya yattg

bertaitan denga n ja m i na n keseja htraa n masyara kat

Desa tidat dapat di tingkatkan;

-e{ewenar€at Desa untuk mengatur dan mengurus

hepentirgan masyarakat setempat tidak dapat

fraksan&n.

gl Tim Enluasi Pembentukan Desa terdiri dari;...............

13



Bagian Keempat

iNSfreAH BAGIAil DESA YAI{G BERSAilTXI{GAN

Frsal 8

I ( an I Oesa atau lebih yang bagian rrilayahnya
bsandingan dapat dfrentuk 1{satu) Desa;

tQnnrbangan baghn Desa yang bersandinga n
S*nana dima*sud Ayat {1} dilak*an ata s
preUjuan bersama antara pemerintah tlesa da n
ftErynkat Desa ya rg bersa ndingan;

Bagian Kelima

PEMEI(IRATII DESA

Prsal 9

tl[se yalg telah menryai jumlah penduduklebih dari
25m frra atau 200 KX dan kunng tercapairqp tujua n
rebagaimana dimakslrd pasal I ayat (1! Feratura n
Daerah ini dapat dflakukan pemecahan, sepanjang
Itre hasil pemekaran dan Desa induk tetap rremenutri
Fzt sebagaimana dimaksud pasal4;

lll

gt

i4ffiOtegdoaKeiurdrrn



tra tbsa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat
fil flalukan atas persetujuan bersama antara

ryakat Desa dengan Kepala Desa dan BpD;
frr:temn Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat
Fl aat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5

Fl tahun Penyelenggaraan pemerintahan Desa;

Bagian l(eenam r

M'ru[Ail DESA DI TUAR DESAYAru€ TEI.AII ADA

Pasal 10

I Dn dapat dibentuk di luar Desa yang telah ada;

" ffieniukan Desa yang sebagaimana dimaksud dalam
ft (11 berupa perubahan status [ks pemukinran

Trasmignsi ( UPT ) rnenjadi Desa wang pembentuk

fsa hasil resatelment;

. Hentdon Desa sebagaimana dlmaksud ayat t2)
ts n berpedoman '',p.dr pemtsmfl perundang-

udangan pr€ berlaku;

m.
g[

ffifudanKeluralnn 15



BAllll
PEMERITIAH DESA

Bagianlertama
PERANGtrAT DESA

PaC 11

f,L If Desa dibentuk Pesrerintah Desa dan Badan

Fnrusyawaratan Desa Xang merupakan kmerintah

thsa;

tr!, kmrhtah Desa sebagiana yang dimaksud pada ayat

t$rrdtoi atas Kepala DerEdan Perangkat Desa;

BD, ltnrdrat Desa sebagaimana dirnaksud pada ayat (2!

trfi dari Sekretaris danPerangkat Desa lainnya;

flt marqtat Desa lainnya sebagaimana dimakud pada

fii (31terdiri atas;

e- Setnetaris Desa;

L Rblsana Teknis iaprgan
c, tlur Kwilayahan

Gf" tWrttrn PerangH Desa bagi Desa yang baru

&rh* ditFbpkan deqan Keputusan Pej*at Kepala

Esa dengan pedoma pada Peraturan *erundang-

rrdnt;rtpng bedaku;

F. hrrm ftganisasi dr tata keria Pemerlttah Desa

roplan dengan Perfian Desa;

ffirtuIc*a*t



Bagian (edua

PETABAT KEPATA DESA

Pasal 12

br Kepla Desa pada Desa yang baru dibentuk

enab oleh pejabat Kepala Desa yang diusulkan
gl fd Desa lnduk dengan memperhatikan
qiai mqarakat Desa yang dibent* dan disetuiui

*f CrnaE
lQrataa pengangkatan pejabd (epala Desa

ru+An -ngan Keputusan Supati ;
ffin peiabat Kepala Desa ciilaksanakan

bgnaan &ngan peresmian Pembenhrkan Desa;

k Fx5ah pejabat Kepala Desa adalah 6 (enam )

han dan tunya dapat diperpanjang rrrtuk 6 (enam l
hftn berikutsrya;

Bagian (etiga
IMfl MT$USYAWARATAil DCsI{BPD I

Pasal 13

ID bedd.rdukan sebagai unsur penyelenggara

fnahtahDesa;

ffibdanKelumhan t7



h:sern*an BPD pada Desa yang baru dibentuh

kr*n oleh pejabat Kepala Desa selambat.

meum 2 (dual bulan setelah pembentukan Desa

t:rnrhr:
Hcrtdcn BPD sebagaimana dimaksud ayat {21

bus berpedoman pada ketentuan perundang-

rdargilfang berlaku;

Bagian Keenpat

t TB'rcA KEMASYARAKATAII

Pasal 14

Df Desa dibentuk Lembaga kemasyarakatan yang

mpUn dengan Peraturan Desa;

Itnfregr Kemasyarakdtan sebagaimana dimakud
&n eyat (1! mempunpi tugas membantu

-idr 
Dea dan merupakan mitra dalam

--teOryatan masyarakaS



8A8IV

X WEIIIEIANG DAN KEWAJIBAN ffSA

Pasal 15

ilfnnryunyaitak: '

lgFleneear&n Rumah Tangganya srdiri;

knakan Peraturan-peraturan dil Ketentuan-
nqfinn dariFemerintah;

Iil fs 
-mpunyairewenang 

:

e" fhfCengarrtan rapat Desa untuk mernbiaraken
rcletr-nra56$ft penting yang menyangkut
pr:rinEhan, pembangunan dan kehidupan

mrymkat Desa;

h. fknbina, meningkatkan, dan menggBrakkan peran

rrta masyarah u ntu k mela ksa na ka n pembangun an;

c. lH*an pugutan dari penduduk Desa berupa

irrt atau sumbangan untuk keperluan

Ftdenggarrr Pemerintahan dan Pembangunan

E dengan nemperhatikan kemanryuan Ekonomi

ryrakat yang bersargkutan, berdasarkan

Freran Penrrdang-undangan yang berlaku;

H, h lronpunyai lewajiban :

ffiDsbKelurohon

a
b



rr kirlntan pemerintahan, Pembangunan, dan

hnlir=n Kemasyarakatan Desa;

b. f@reprakan Administrasi Pemerintah Desa;

c. rlrl't+rn tugas-tugas dari Pemerintah dan

ffifrt]esa;
L kirffi dan mengusahakan keamanan, ketertiban,

hlrrnnan, dan kesejahtraan penduduk Desa;

c, hrfta tanah khas desa, usaha desa, dan

hlz5rr daa lainnya yang menjadi milik Desa untuk

H bcrdaya guna dan berhasil guna;

il. llFrceFh berkurangnya kekayaan desa;

BAB V

---ffi(ANISME 
PEMBENTU KAH DESA

Pasal 16

tO, Hs*n Desa harus dimusyawarakan terlebih
{ftft riara masyaraka! Pemerintah Desa dan BPD

E dosr$€n dalam keputusan Kepala Desa dengan

rnree-Hikan syarat-syarat Pembentukan Desa;

3t tH pcnbentukan Desa disampaikan oleh Pemerintah

EO* ltssa kepada Bupatidengan melampirkan;

ffifudonKelurohon



r! lTil hasil penelitian dan - pertimbanganr

hhtah Desr tentang perlurya dilakukanr

:drttkan Des4

L E Fng mecrat nama, luas dayah, jumlah,

pA** Desa lldrk dan Desa hasilpmbentukan;

g lrrrc-rbeias wilaph Desa yang t*h ditetapkanr

!trrir perrnaner disertai berita ffira pelacakanr

Es dan perretryn tanpa batas;

a. E Wfryah Drn lnduk dan Desa yang dibentuk

&n befltuksdar;

c" llnd Kepala Dera lnduk tentang pengangkatanr

e:piht Kepala thsa yang disetujrd dilakanakani

Crnat

m$ Sdt mmerima usdan Pemerintah Desa sebagaimanar

ffid ayat {2} Eupati membentut Tim Evaluasii

Erutan Desa Fng anggotanya tertrri dari instansii

H dan ditebpkm dengan Keputum Bupati guna

*br *altnsi Erhadap usulan krerintah tlesa

Hlq
ill lH alahasi yaq dilakukan oleh Tsn dilaporkanr

lgda ltfati.

lffiDlodoinl(*rshon 21.
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BAB VI
BIAYA

Pasal 17

frn d.kn gltlses pembentukan Desa dibebankan

prybersangkutan.

BAB VI

Pffi{ruKAN KETURAHAN

Beian Pertama
PCilIIBENTUKAN

Pasal 18

ffl" Hr*an fibertuk di Wilayah Kecamatan

iffi Hrinn dibentuk bertujuan untuk meningkatkan

ffirnt masprakat dan melaksanakan fungsi-fungsi

ffihan di Perkotaan guna mempercepat

Sm tnseiahtraan masyara*ag

f' batr*an klurahan sebagaimana dirnaksud dalam

El{dapatbenrpa:
e' fbllturyrn beberapa Kelurahan;

L rrrrCrbuqan ba gia n Kelu rah a n fang bersand in ga n ;
c- Hran dari satu kelurahan menjadi dua

HrCcntru lebih;

t ffihsr status Desa menjadi kelurahan.

fHorqa.6durohan



Pasal 19

l@t ffi fientuk dengan Peraturan Daerah;

,fr!il, ffiEr Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam

Fi l! ft (3] huruf a, huruf b, huruf c, dilakukan atas

!d Lrdr hpada Bupati melalui Camat;

m! tnbnftn Kelurahan sebagaimana dimaksud pada

F lE aFt (3) huruf d, dilakukan atas usul K-epale

b lcFdr BuPati melalui Carnat.

Bagian Kedua

5'fANAT-SYAPST PE M BENru KAN

Pasal 20

l66e6.bn Kelurahan sebagaimana yang dirnaksud dalan

rnEJ ft ryat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini haru:

qe"nti syarati--
l- tnlCr penduduk paling sedikit 1.500 iiwa atau 150 KK;

u Lc rfryah Yang terjangkau secara berdaya guna dat

ffi ;tma dalam rangka perryelenggaraal

prrirtahan, pelakanaan pembangunan, pemberiat

Ffnsr dan Pembinaan masYarakat;

s tsi *Fh kerja yang memiliki jaringan perhubunga

b I tu komunikasi antar wilayah keria;

d Tcrscdanya sarana dan prasarana pemerintahan.



Pasal 21

- 
hmenruxan f,eru!-anan pe!-tu meleeoomant pola

th Hrahan Fng memungkinkan kelangsungan
Hnn nnargarakrt kela nca ran perkem brnga n Kel u ra ha n

F r$i asas peoerintahan Kelurahan, tata kehidupan

ffi tata ruang fisik kebahan dengan
q!ftqtlan dal mempertahankar kelestarian

hhrn

Baglan Ketiga

METBUilGAtr DAI{ PENGHAPUSAN GTURAHAN

Pasal 22

tffi[h ilclrahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya
ufi iagi memerErhi persyaratan sebagunana dimaksud
Frrt 2Il, dapat eabung dan /atau dihagrs;

pf, ;qtungan dan/atau penghapuran Kelurahan

€ftnna *naksud dalam aS (U harus
hr}nrrtara km terlebih dahulu anta ra fura h, Lern ba ga
frymkatan dan masya rakat;

H. tu perchanrsrr dan /atau penggabergan Kelurahan

tr$ hepada &+ati melaluiCamat;

,ffifuhKelurahan
24
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8a3hn Keempat

Mil![]W6AT BAGIAN KEI.URAHAN YANG

-RSAHDINGAN

Pasal 23

f ilhf lGhrahan etau lebih yang bagian wilayahnya
mrgan dapatdbentuk 1 (satu) Keh.rmhan;

lffirryarr bagiun Kelurahan yang bersandingan

{rina dinCsud a;,at (11 ejilal<ukan atas

Fryr bersan antara masyarakat #lam wilarrah
[hl fang hrsandingan dengan Lurah dan
l4r Lemryralatan Kelurahan

@hltan;

BSian kelima
PEMEKIRAN KELURAHAN

Pasal 24

b Hr$an d3t dimekarkan mengadi Z {dua}
Eh&rrtau leb*
*a Xelur*n sebagaimana dimaksud ayat {1}
frbr atas perrarjuan bersama antam masyarakat
Hrfurdengan trah;

k&r &frtmhon

=*'.
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ffin Xeluralnn sebagaimana dimkud ayat (1)

ftru'{on seG{ah mencapaipalingredikit 5 (lima}
fh #engaan pemerintah Kelrrahan;

Baian Keenam

NNfl Sf,ATIE DESA MEIIT'ADI KHT'RJ\HAN

Pasal 25

Ir S* dubah ilau disesuaikan st&rsnya rnenjadi
h berdaglcan prakasa pmrintah Desa
b fD de;an mernperhatiku sarana dan
gSfrn masyar&t setem paq

ffii staEs Desa menjadi Kelurahan sebagairnana
hd afat (fl rmrnperhatikan persyafiltan;
r;&srihrrch;
b""[rd* penduduls

c.brrr dan sarzra pemerintahan;

tfHcftonomi,dan
rHsial h.6ra masyarakaq

In F3 ccniadi &lurahan, turah dan perangkatnya
ffffFcaauai l€eri Sipil;

26b&r l(*ahan



Pasal26

&n pry berubah menpdi Keiurahan, kekayaannya
nmt frblaan daerah dan dikelolah Keluratran yang
nffim untuk kepemingan masyarakat sebmpat;

ffisr sebagai akibat perubahan statu Desa
rmn kefuriahan dibebankan pada Arggaran
ffian dan Belanja D*rah Kabupaten.

Bagian frftrjuh
ril, lATAsDAfl pnsActAil wnAyAH

Pasal ?
''u'nnr 

Fraoran Daerah sebagaimana dimaksud daram
mld i9 Huran Daerah ini disebutkan Nama, Luas
Llilflgtdrn" ir'nnlah penduduk, Batas dan pernbagian
ffitCD f,durahan atau Ungkungan dariyang dibentuk;
b|tDr. p€r-rD6gr-ii rrriiySn [eturanan osebut
lllrytrq3rl atau sebutan lain sesuai kebiasaan

Wesetrrnpaq
Lln dt penrberian dana Kelurahan yang akan
fu* ltrus mencerminkan ciri khas daerah

--
ffifrn tirgtungan nirimaldidukung 3 (tiga) RW,
hm tb tW ddukung 15 ( tina belas I KK.

b& X&tmhan 27
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BA8 Vilt
PflST{TATI KELURAHAN

faghn Pertama

XEIXTX'KATII DAN TUGAS

Pasal 28

ffir nrcnr$n Perangkat Dasah Kabupaten

nhddukn di wilayah Kecamah;
nfrr sebagt'nana dimakud Fda ayat (Ll
ffi d* tlr* yang berada dibawah dan

@ tepada Bupati melaft* Camat
Until frama dimaksud pada ryt {2} diangkat
ffi, s! atas usrl Camat, dari pegawd Negeri Sipil;

S*ryat l-urJr sebagai:'nana dim*sud pada ayart
rffi nmr:furulti :

e Ftrryfeilgelongrr minimal Penata lllic;
l" h frria mlniarai 10 tahun;
c hnprnn tebss di bidang Adminisfiasi pemerintah

h 
-tdrarni 

rosial budaya masyar*at setempa!
Pcal29

lrt rr-ris1113 dimaksud dalam f,asal 2g ayat {?}

-nr*i 
u4rs pokok menyelergarakan urusan

r'T-h+Jtan, gnbangunan dan kermsyarakatan;

bdnlt&f'trcllpln 2E



ffi ft!'( sebgaimana dimaksud pada ayat (U,
,lllllumilt nnlaksankan urusan penrerintah yang

ffirbn oletrtupati;
tllhr pnerirtrran sebagaimana Smaksud pada

.a! trl ficastr*an dengan kebutdlan Kelurahan

l;F renrperhatikan prinsip efisiensi dan

filetn akrilao:rrras;

ffinn rrErn Pemerintahan sebagaimana

ffnd Fda ayat (21 disertai dengan sarana,

k'rn, pen*Eaan dan personil;

H*n trsan Pemerintahan sebagaimana

ffi pada 7at (2! ditetapkan d&m Peraturan

|l5 ergan beryedoman pada Perafinan fulenteri;

Pasal 30

m&Takan hgas pokok sebagairnana dimaksud

f9, Urah r:mpunyai tugas;

kr Psnerhtahan Keluraha n;

ffirMaryakat
ffircrara}*
ffifran Xetntraman dan Keterftan Umum;
r*:sr Prasrana dan Fasilitas Pdayanan Umum

h
Itrl lffrbagr Kemasyarakabn.

ffietdon&{umhsn 29



Bagian Pertama
XEIXJDUKAH DAT{ TUGAS

Pasa! 28

ffi nffin Erdri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan;

mn nnqh lehrrahan sebagaimana dimaksud pada ayat

fiUlll [tifri dari Sekretaris Lurah dan seksi-seksi

@pft$anyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan

fol3 lsr h

m h G:htsanakan tugasnl'a, perangkat Kelurahan

firinrra dimakud pada aYat (2)

m lguglawab kepada Lurah;

{lmt nlll'rr;ild Xelurahan sebagaimana dimakud pada ayat

1lnh dfrd dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh

Serurmis Daerah Kabupaten atas usulCarnaU

rml mtcnlorm-hbih ianjut mengenai struktur organisasi

h rn keria Xelurahan sebagaimana dimakud pada

F iU darur dengan Peraturan Daerah (abupaten.



@ian Ketiga

TATA KERJA

Pasal 32 -

ffir tugas dan fungsirya, Lurah rnelakukan

I e6rr Camat dan lnstand Vertikal yang berada

hrFof*

Pasal 33

mffinn iluan Kerja Tingkat Kelurahan

WprC!-b memimpin dn mengkoordinasikan

rers! hfFs pokok dan fungd masing-masing;
FNliran Satuan Keria di Kelurahan wajib

rr;mtfiEa dan nngawasi bawa ha rrrya ma si n g-masi ng.

BA8 IX

IETENTUAN PEflUN'P

Pasat 34

H X hhr diatur dalam Ps*lran Daerah ini akan

Hr bntl dengan Perafilrrr Bupati sepanjang

krafirar Pela ksa n a a n nya.

31



Pasal 35

mulai berlaku pada tanggal

*p orang dapat' mengetahuinya,

p'rrdargannya. Perdlran Daerah ini

&bm Lembaran tlaerah'kabupaten

: UAI{GGUDU

r!5llei 2009

t

T'fARATAHUT{ 20€



PEI{IB.ASAN

ATAS

MN DAEA}I rABT'PATET{KOTWE UTARA

HXIR TAHUN 2{XXI

TEI{TATIG
]NilT ffi{ru(Afl DESE DANELURAHAN

II
qt falil*m Peratu!'an P*rintah Republik

llll ^ | hr 7t tt'rta! Desa dan Peduran Pemerintah

Htr-ia btmr 73 tentarg Kdrahan, maka oerlu

if,5 prqr-lrp€r.'lesuaian yang &etapkan dengan

ffi Mr -r'rnnya yang mergrtur Pembentukan

- rffiHr*nac
(ffi prcsuain+eriyesuaian tq=eH a ntara lain;

U!- @E Fry dibc'ltuk karena pemehnn transmigrasi,

ilfiEnmntfil ataLsln karena alasan l* yang wai'ganya

durffift. rnalestlk atau heterogen, r-ka otonomi desa

Fn[ mrtupfu hah wewenang dal kewajiban untuk

Eaftr dan tnengu ru s sendiri-urusa n perneri nta h a n da n

l!ffirr rnaryarakat berdasa*an -al usul dan nilai-

fi dl hrdm yang ada pada nuryarakat setempat

ffi u.dt h dan bakedang mengikuti
p*tgt *sa ittl sendiri;

8, llhrt mui'gffin pelayanan wrasyarakat dan

*lfut Lrgsl'fungsi pernerindran di perkotaan

Fb ftenut Kelumhan und mempercepat

ntrtrrye hseiahtraan masyar*at. Untuk itu
ffigr f,elurahan harus aempertimbangkan

@ sfard administratif, nrarat teknis dan syarat

ffiHdpnKetumhon
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lhhffinrr. Selain dari para Lurah nrcnrpunyai tugas (1)
h kegiatan pemerintah Kelurahan, (2).
m@n nrasyarakat, (3). peiagran Masyarakat,
1rnm nurrnflgsaraarr ketentraman dan letertiban umum,
h fim htraraan prasarana dan fdtas umum;

&,, ullllhrt rtrra6a pelaksanaan tugr Lurah, dapat
hluur rrnrbaga Kernasyarakatan seperti Rukun
hl hrn Warga, pK[ Karang Teuna dan Lembaganmmrpn Masyarakat.

MM,Gilr;6AL
ml
ffi iil mcpskan beberapa istilah yang digunakan
ffi hrrlan Daerah ini dmgan maksud
cFffi pengeru'an atas istilah,-lstilah tersebut

" 
ilil I aerllfular dalam penafsiran yarg keliru;

mf $qd xl
-..j6 rlr*

Hr5
m$Ii

frllifi' m,t mnyerenggarakan Rumdr tangga sendiri
#dil ir* otonomi asli desa untnk mengatur dan
E3mrs hpentingan masyarakat letemoat sesuai
r&rprn asJ us'|, adat istiadat yang berlaku dan tidak

b&r Kelurahan



peraturan peru ndang-unda nga n
pqterapan hukum adaf

Ail rremperhatikan sarana
td pr6 disetujui paling sedikft %

Flg-mgmyai hakpilih;

dErgn potensi ekonomi dan kondisi
nrcyrakat adalah jenis dan jumlah

pteduksli keanekaragarnan status

ncr*ariaU perubahan nilai agraris
mrti serta menigkatnya volume


